Menimbang

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4244);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);




6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjar Tahun 2021 nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Menetapkan :

dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi,
bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah
kota.

Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kota Banjar.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp748.196.117.320,00 (tujuh ratus empat puluh delapan
miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas
ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp725.196.117.320,00
b. Belanja Rp748.196.117.320,00
Defisit/Surplus (23.000.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp30.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp7.000.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp 23.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaany 5 Rp0,00
Pasal 4

Pendapatan daerah sebesar Rp725.196.117.320,00 (tujuh

ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta

seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang

bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a sebesar Rp155.702.286.831,00 (seratus
lima puluh lima miliar tujuh ratus dua juta dua ratus
delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp20.482.950.801,00 (dua puluh miliar empat
ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh
ribu delapan ratus satu rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sebesar Rp5.531.324.691,00 (lima miliar lima
ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu
enam ratus sembilan puluh satu rupiah).



(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar
Rp124.188.011.339,00 (seratus dua puluh empat miliar
seratus delapan puluh delapan juta sebelas ribu tiga ratus
tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b sebesar Rp569.493.830.489,00 (lima ratus enam
puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga
juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp535.414.968.000,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar
empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh
delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b sebesar Rp34.078.862.489,00 (tiga
puluh empat miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus
enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan
rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggara 2023
sebesar Rp748.196.117.320,00 (tujuh ratus empat puluh
delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh
belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
Belanja operasi
Belanja modal,
Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

aocoTp

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a sebesar Rp642.064.841.752,00 (enam
ratus empat puluh dua miliar enam puluh empat juta
delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima
puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp355.475.926.374,00 (tiga ratus lima
puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta
sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh
empat rupiah).



(3)

(4)

(1)

(2)

(4)

(5)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sebesar Rp255.285.362.678,00 (dua ratus lima
puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga
ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh
delapan rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sebesar Rp25.362.133.700,00 (dua puluh lima miliar tiga
ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu
tujuh ratus rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d sebesar Rp5.941.419.000,00 (lima miliar
sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus
sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b sebesar Rp40.497.013.568,00 (empat
puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga
belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang
terdiri atas:
a. Belanja modal peralatan dan mesin.
b. Belanja modal bangunan dan gedung.
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan.
d. Belanja modal aset Lainnya.
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.122.305.424,00 (dua
puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus
lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ sebesar
Rp2.527.620.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh
tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar
Rp14.795.148.144,00 (empat belas miliar tujuh ratus
sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan
ribu seratus empat puluh empat rupiah).
Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sebesar Rp51.940.000,00 ( lima puluh
satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢ sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.



Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d sebesar Rp61.634.262.000,00 (enam puluh
satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus
enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp2.601.429.000,00 (dua miliar enam
ratus satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp59.032.833.000,00 (lima puluh
sembilan miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tiga
puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri
atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar
rupiah).

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh
miliar rupiah).

Pasal 15
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran

belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 16
Pembiayaan mneto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 17
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Wali Kota
tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya diusulkan

dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

9)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih
realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi
penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran Dberjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu

dalam RKA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya

Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan

pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.



Pasal 18
Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, yang terdiri atas:

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan  Jenis
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
Rekapitulasi
Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lain- Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum
Diselesaikan Dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang ;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Menurut

Belanja Untuk



Pasal 19
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Desember 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 10

N®REG PERATURAN DAERAH KOTA B/ANJAR, PROVINSI JAWA BARAT:
(¥0/274/2022) /

1368 suai dengan aslinya,
: B IAN HUKUM

(T

'TARUNA, SH.,M.AP
10503 200604 1 010




